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ABSTRAK

Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Gampong menyatakan DPMG Aceh melakukan pembinaan dalam rangka
pengembangan kapasitas Aparatur Gampong, namun digampong Bumi Sari peningkatan kinerja Aparatur
Gampong khususnya pada bangian Perumusan Qanun masih belum terealisasikan di Gampong Bumi Sari.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi DPMGP4 dalam meningkatkan kinerja Aparatur Gampong
Bumi Sari dan mengetahui faktor penghambat dari fungsi DPMGP4 dalam peningkatan kinerja aparatur
Gampong Bumi Sari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi dan data primer diperoleh
dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi DPMGP4 Nagan Raya masih belum efektif
dikarenakan DPMGP4 hanya memberikan pelatihan tetapi tidak adanya melakukan evaluasi setiap bagi
Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari. Terdapatnya faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPMGP4
dalam peningkatan kinerja aparatur Gampong Bumi Sari disebabkan SDM (Sumber Daya Manusia)
Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan evaluasi kinerja yang belum singnifikan
dan belum terselesaikan.

kata kunci : Fungsi DPMGP4, Peningkatan Kinerja, Aparatur Gampong

ABSTRACT

Article 7 of the Governor of Aceh Regulation Number 31 of 2021 concerning guidance and supervision of
the administration of the Gampong Government states that the Aceh DPMG provides guidance in the
framework of developing the capacity of Gampong Apparatuses, but in Bumi Sari Gampong the performance
of Gampong Apparatuses has not been realized, especially in the Qanun Formulation section which has not
yet been realized in Gampong Bumi Sari. The purpose of this study was to determine the function of
DPMGP4 in improving the performance of Gampong Bumi Sari apparatus and to find out the inhibiting
factors of the DPMGP4 function in improving the performance of Gampong Bumi Sari apparatus. The
research method used in this research is empirical juridical. The collection of data in this study was carried
out by conducting interviews and observations and the primary data was obtained from the literature. The
results of this study indicate that the function of DPMGP4 Nagan Raya is still not effective because
DPMGP4 only provides training but does not carry out any evaluation for Gampong Bumi Sari Apparatus
Performance. There are factors inhibiting the implementation of the DPMGP4 function in improving the
performance of the Gampong Bumi Sari apparatus due to Gampong HR (Human Resources) which has an
impact on making legal products, and performance evaluation which has not been significant and has not
been resolved.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang sangat luas yang dimana memiliki banyak pulau, dan memiliki adat
istiadat yang beragam, jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Indonesia pula adalah
Negara pengguna teknologi terbesar dari Negara-Negara lainya. Dengan seiringnya perkembangan
zaman dan teknologi yang semakin modern yang dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat
khususnya pada peningkatan Kinerja Aparatur Gampong, menjadi tanggung jawab dari
Pemerintahan setempat untuk memberikan pelayanan serta pengetahuan yang baik untuk aparatur
Gampong, dalam tanggung jawab ini aparat Pemerintahan daerah dituntut untuk berperan aktif dalam
Pemerintahan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan kondisi apa yang diperlukan pada
peningkat kinerja aparat Gampong.

Desa merupakan atribut Pemerintahan yang mana langsung berhadapan dengan masyarakat,
Pemerintahan desa adalah sambung tangan dari Pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas
maupun fungsi yang telah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola desanya sendiri.
Kedudukan aparat Desa sangat penting, dimana aparat Desa merupakan penyelenggaraan kegiatan
yang diberikan tugas Pemerintahan daerah dalam memajukan, mengembangkan, serta
memperdayaankan masyarakat Desanya sendiri.

Gampong Bumi Sari merupakan sebuah desa yang terletak di Indonesia. Sebagai unit
Pemerintahan terkecil;, Gampong Bumi Sari memiliki aparat Pemerintahan yang bertanggung jawab
dalam mengelola urusan administratif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat,
namun dalam beberapa tahun ini terdapat kurangnya peningkatan aparatur Gampong seperti
kurangnya efektifitas pelayanan publik, rendahnya kapasitas dan keterampilan, serta masalah dalam
tata kelola Pemerintahan Gampong. Fungsi DPMGP4 (Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Gampong,
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Nagan Raya. Memiliki fungsi
penting dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Gampong di Aceh, BAB IV tentang pembinaan dalam rangka
pengembangan kapasitas aparat Gampong Pasal 7 ayat (1) DPMG Aceh melakukan pembinaan
dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur Gampong. Ayat (2) pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan melalui penerapan konsep dalam strategi PKAG
(Penguatan Kapasitas Aparat Gampung) terpadu. Pasal 8 ayat (1) PKAG terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. Pembekalan unsur pimpinan Gampong

b. Pembelajaran mandiri aparat Gampong

¢. Penguatan pembinaan teknis Pemerintahan Gampong di Kecamatan;
d. Penguatan kapasitas aparatur Kabupaten/Kota;dan

e. Penguatan kapasitas aparat Provinsi.

DPMGP4 merupakan lembaga Pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan berbagai fungsi
seperti diatur dalam peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 tahun 2016 Pasal 6 huruf (c) Pembinaan
dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan. Dengan melibatkan DPMGP4 dalam meningkatkan
Kinerja aparat Gampong diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melaksanakan
tugas-tugas Pemerintahan Gampong Bumi Sari. Tujuan utama dari peningkatan aparat Gampong
adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat, beberapa tujuan
spesifik untuk meningkatkan kinerja aparat Gampong.

Cakupan dari aspek penguatan kapasitas aparat Gampong (PKAG) terpadu meliputi ruang
lingkup yang menjadi bidang atau area atau topik-topik pengembangan kapasitas aparatur Gampong
yang dijelaskan melalui PKAG terpadu provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan dan SOTK Pemerintahan Gampong;
2. Perencanaan Gampong;

3. Pemilihan Keuchik;

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
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5. Kerja sama Gampong;

6. Kelembagaan Gampong dan Kelembagaan ekonomi Gampong;

7. Musyawarah Gampong;

8. Tuha Peut Gampong atau Sebutan Lain;

9. Pengelolaan Keuangan dan Aset Gampong;

10. Sistem Informasi dan Profil Gampong;

11. Evaluasi Tingkat Perkembangan Gampong;

12. Penyusunan Produk Hukum Gampong; dan

13. Pelaporan Gampong dan Bidang-bidang lain yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan 13 topik pengembangan dari DPMG Provinsi Aceh di atas terdapat dua topik
pengembangan kapasitas aparatur Gampong yang telah dijalankan oleh DPMGP4 Kabupaten Nagan
Raya diantaranya adalah Evaluasi tingkat perkembangan Gampong dan penyusunan Produk hukum
Gampong, dengan melaksanakan salah satu Sub Program PKAG terpadu yaitu Pelatihan Dasar atau
Pembekalan bagi Unsur Pimpinan Gampong (PUPG) yang melibatkan aparatur Gampong. Program
ini dilaksanakan DPMGP4 Nagan Raya dengan menyasar PKAG pada tingkat Gampong dan
melingkupi upaya pengembangan kapasitas di aspek SDM untuk Keuchik (Kepala Desa), Sekretaris
Desa (sekdes), dan Ketua Tuha Peut Gampong.

Pelaksanaan program PUPG oleh DPMGP4 Nagan Raya tergolong belum efektif disebabkan
belum adanya peningkatan dari Kinerja Aparatur Gampong, terbukti dengan belum adanya satupun
produk hukum berupa Qanun Gampong yang sudah disahkan dan diberlakukan di Gampong Bumi
Sari. Hal ini disebabkan karena tidak adanya evaluasi ulang dan pemantauan setelah pelaksanaan
program serta pelaporan kinerja dari aparatur Gampong dari program PKAG yang dilakukan oleh
DMPGP4 Kabupaten Nagan Raya.

DMPGP4 Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2022 melakukan suatu
kegiatan pelatihan peningkatan evaluasi tingkat perkembangan melalui pelatihan skill kualitas aparat
Gampong. Dalam pelatihan ini DMPGP4 Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan pemahaman
secara efektif dan efesiensi dalam memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) serta menyumbang
aspirasi masyarakat Gampong pada pembuatan produk hukum. DMPGP4 Kabupaten Nagan Raya
juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam perkembangan Gampong. Masyarakat di perlukan
dalam memanfaatkan, menyumbangkan aspirasi dan mengembangkan evaluasi Gampong untuk
menunjang kapasitas Kinerja Aparatur Gampong.

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum telah dilaksanakan sebelumnya oleh DPMGP4 Kabupaten
Nagan Raya Pada Tahun 2022 melalui Program PUPG dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari
jawaban tentang bagaimana proses pembuatan Qanun di Gampong serta meninjau sejauh mana
kemampuan dari aparatur Gampong dalam menyusun regulasi atau Qanun Gampong untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat Gampong.

Namun pada nyatanya sampai saat ini belum ada Qanun yang dihasilkan oleh aparatur Gampong
Bumi Sari untuk menjawab segala permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat
Gampong Bumi Sari, hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa pelatihan yang dilakukan DPMGP4
Kabupaten Nagan Raya tidak efektif. Ketidak efektifan ini merupakan suatu permasalahan yang
muncul dari DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya selaku pelaksana dari Program tersebut. Berdasarkan
uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana fungsi DPMGP4
Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari dan Apa faktor
penghambat dari fungsi DPMG dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari.

2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Fungsi merupakan kegunaan suatau hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun
menurut The Lieng Gie, defenisi fungsi berdasarkan sifatnya pelaksaan ataupun pertimbangan
lainya defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto

http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/index | redaksijurnalupu@gmail.com



Abd Bais, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat... 15

dan Zainal, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain
untuk dilakukan oleh seseorang pengawai tertentu yang masing-masing berdasarkan
sekolompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
Menurut Gunawan Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum menuju dua
arah ; Pertama untuk melepasakan kemiskinan atau keterbelakangan. Kedua, untuk mempererat
masyarakat dalam struktur organisasi, untuk mencapai kedua arah tersebut perlu melakukan
bebrapa tahapan-tahapan agar pemberdayaan masyarakat akan terpenuhi dengan melalui
tahapan-tahapan tersebut yaitu ; tahapan inisial dari pengawas, dilakukan olekh pengawas untuk
masyarakat, kedua tahapan partisipatoris hal ini dilakukan oleh pengawas bersama masyarakat,
ketiga tahapan emansipatoris bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untyuk rakyat, dan didukung
oleh pengawas bersama rakyat.
b. Landasan teori dari pendapat ahli mengenai kinerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja:
1) Kinerja
Menurut Mathis dan jakson, kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang yang
dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh sesorang, sedangkan menurut
Prawirosentono bahwa kinerja adalah hasil kerja yang didapati oleh seseorang atau
sekelempok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
2) Kepemimpinan
Menurut Rivai adalah proses mempengaruhi atau memberikan contoh kepda
pengikutnya dalam upaya mencapai tujkuan organisasi nya. Sedangkan Handoko
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang diupayakan seseorang
untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3) Lingkungan Kerja
Menurut Supradi lingkungan kerja merupakan keadaan sekiytar tempat kerja baik secara
fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, menentremkan,
dan kesan betah bekerja. Sedangkan menurut Buchori Zainun Kinerja seseorang
ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan luar dan iklim organisasi

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji konsep hukum sebagi tingkah
laku nyata, fenomena sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan sosial. Penelitian ini
dilakukan di Gampong Bumi Sari atas dasar kondisi objek penelitian yang homogen yaitu pekerja
anak di kawasan Gampong Bumi Sari. Bahan yang digunakan adalah data primer yang diperoleh
melalui wawancara langsung dan penelitian pada pihak terkait, dan data sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan melalui kajian literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan peraturan
perundang-undangan. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat untuk menjawab
permasalahan penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, observasi
dan wawancara. Peneliti menggunakan analisis data yang diambil dan dikumpulkan, yang kemudian
ditinjau dan dianalisis. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif
yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi DPMGP4 Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Gampong

DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya (Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Gampong, Pengendalian
Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan). Fungsi DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya menyangkut
dengan Pemerintahan Kabupaten di bawah kewenangan Bupati DPMGP4 mempunyai tugas dan
tupoksi masing-masing dalam menjalankan fungsinya. Berikut bagan struktur tugas DPMGP4
Kabupaten Nagan Raya.

Kepala Dinas
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Gambar 1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan fungsi DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya telah diataur dalam Peraturan Bupati
Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana penggabungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Gampong Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan
urusan Pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, Gampong,
pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantu yang diberikan Daerah. Sebagai di maksud pada Pasal 6 menyebutkan untuk dapat
melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk Dan
Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebangai berikut.

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, Gampong, pengendalian
penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak

b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pengembangan dan pembangunan di bidang
pemberdayaan masyarakat, Gampong pengendalian penduduk dan pemberdayaan
perempuan serta perlindungan anak

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong,
pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Dari fungsi DPMGP4 yang di jelaskan poin C terdapat tidak terjadinya evaluasi ulang dari
peningkatan kinerja aparat Gampong yang mengakibatkan evalusai pada pengembangan Gampong,
pembangunan Gampong, peningkatan kinerja aparat Gampong, dan pelatihan pembuatan Qanun,
tidak terlasanakan sampai sekarang. Maka dari hal itu perlu adanya peningkatan PKAG ulang dari
DPMGP4 untuk lebih efektif, lebih efesiensi dan lebih optimal pada pembinaan dan pelaksanaan
tugas dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMGP4 Nagan Raya menyatakan bahwa fungsi
DPMGP4 telah berjalan dengan optimal sesuai dengan program untuk peningkatan Kinerja Aparatur
Gampong yang telah direncanakan setiap tahunya. Namun kenyataan nya di Gampong Bumi Sari
DPMGP4 Nagan Raya tidak pernah melakukan evaluasi dari hasil kinerja apartur Gampongnya
disebabkan jauhnya Gampong Bumi Sari dan susahnya akses menuju Gampong.

DPMGP4 Nagan Ray memberikan ketegasan kepada seluruh aparatur Gampong yang ada di
Kabupaten Nagan Raya harus menetap untuk mengoptimalkan kinerja dari aparatur Gampong dalam
pelayanan publik, pengembangan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat. Namun aparatur
Gampong di Bumi Sari kenyataan baik Keuchik, Tuha Peut, Sekrtetaris Gampong dan Kasi
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Pelayanan Gampong, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dikarenakan aparatur Gampong
Keuchik lebih sering menetap di Gampong Blang Ara daripada Gampong Bumi Sari yang mana
Keuchik telah lalai akan kewenangannya dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan Tuha
Peut terbukti tidak pernah merumuskan dan mengsahkan produk hukum untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di Gampong Bumi Sari dan begitu juga dengan Kasi Pelayanan tidak
menjalankan kewajibannya dengan baik.

Untuk mewujudkan peningkatan Kinerja dari aparatur Gampong di Bumi Sari akan menjadi lebih
nyata bila pihak DPMGP4 Nagan Raya dalam melaksanakan fungsinya telah membimbing dan
motivasi pemerintah Gampong dan mengarahkan kearah yang lebih baik lagi. Kemudian pihak
DPMGP4 tidak hanya melakukan pembimbingan kepada seluruh aparatur Gampong tetapi juga
memberikan pelatihan dan pemahaman untuk peningkatan Kinerja Aparatur Gampong. Dan
DPMGP4 juga harus melakukan evaluasi dan sejauh mana peningkatan dari hasil yang telah
dilakukan sebelumnya.

B. Faktor Peghambat Dari DPMGP4 Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong Bumi Sari

Berdasarkan hasil wawancara yang didapati dari informan bahwa yang menjadi hambatan dalam
peningkatan kinerja aparat Gampong Bumi Sari ialah lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) di Perangkat Gampong sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap
peningkatan Kinerja Aparatur Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum, dan
evaluasi kinerja yang belum singnifikan dan belum terselesaikan. Pasalnya peningkatan Kinerja
tersebut diwarnai dengan banyaknya kekurangan pengetahuan akibat lemahnya Sumber Daya
Manusia (SDM) diperangkat Gampong.

Informan juga mengatakan masih banyak aparat Gampong dan tuha peut tidak mampu dalam
pembuatan produk hukum yang ada pada pelatihan atau awam pemahaman dalam pembuatan produk
hukum, sesuai dengan adanya PKAG diharapkan dapat menjadi pengetasan masalah-msalah di
Gampong baik itu, kesejahteraan masyarakat, perencanaan Gampong kerja sama Gampong, dan bisa
memberdayakan masyarakat Gampong. Namun, PKAG tersebut belum sepenuhnya terwujud
dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di perangkat Gampong.

Bedasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tanpa adanya dukungan dari kualitas
sumber daya masyarakat yang memadai juga merupakan modal besar dalam dalam proses
pengembangan Gampong. Namun kembali lagi bagaimana Gampong tersebut mampu dalam
mengelola dan mengembangkan produk hukum sesuai denggan hasil wawancara mengatakan
prioritas utama kita kedepan adalah pengembangan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan
baik, dukungan Kinerja Aparatur Gampong yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan
produktivitas kinerja melalui peta jalan yang jelas, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.
Dari kutipan tersebut jelas bahwa Pemerintahan sangat tidak menyadari apa yang menjadi pokok dari
terhambatnya kemajuan SDM dan peroduk hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Gampong seharusnya memiliki kesadaran
terhadap pentingnya informasi yang diberikan oleh DPMGP4 Nagan Raya apa yang menjadi
kebutuhan gampong dalam melakukan pelaksanaan Pemerintahan Gampong agar pelaksanaannya
bekerja secara baik.

5. KESIMPULAN

a. Fungsi DPMGP4 Nagan Raya terhadap peningkatan Kinerja Apartur Gampong tidak
terlaksana secara efektif, Qanun DPMGP4 telah merumuskan tentang PKAG baik dalam
pelatihan, pengembangan, namun ada beberapa indikator masalah dalam peningkatan
kinierja aparatur Gampong itu sendiri, penyebab tidak meningkatnya kinerja aparatur
Gampong disebabkan tidak ada evaluasi ulang, pemantauan kinerja aparatur Gampong, serta
pelaporan kinerja aparatur Gampong.

b. Hambatan yang menjadi faktor bagi DPMGP4 Nagan Raya dalam peningkatan kinerja
aparatur Gampong Bumi Sari disebabkan lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
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di Perangkat Gampong sehingga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh terhadap
peningkatan Kinerja Aparatur Gampong yang berdampak pada pembuatan produk hukum,
dan evaluasi kinerja yang belum singnifikan dan belum terselesaikan, Pasalnya peningkatan
kinerja tersebut diwarnai dengan banyaknya kekurangan pengetahuan akibat lemahnya
Sumber Daya Manusia (SDM) diperangkat Gampong.
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